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A. Pengantar khususnya internet telah memunculkan
Arbitrase merupakan salah satu wajah baru dari arbitrase tradisional/
metode penyelesaian sengketa di luar offline, sebagaimana selanjutnya dikenal
pengadilan selain negosiasi, mediasi dengan istilah arbitrase online.
serta metode lainnya. Perkembangan Arbitrase online memiliki keunikan
teknologi informasi dan komunikasi karena sesuai dengan teknologi yang
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digunakannya, metode ini merupakan
suatu continuum yang bergerak dari titik
arbitrase yang memanfaatkan teknologi
semata sampai pada teknologi yang
murni mengubah wajah arbitrase sebagai
suatu hal yang baru.
Oleh karena
mengkaji dan mengenal
dimaksud dengan arbitrase onhne
bagaimana perbedaan deng

itu menarik untuk

apa yang

interest for two persons, is entrusted to
one or more other persons —who derive
their powers from a private agreement,
not from the authorities of a‘state, and
who are to proceed and decide the case
on the basis of such agreement” >

Priyatna juga memberikan pengertian

arbltrase sebagal

than  two
2kmination after

B. Pengertian
Offline dan{
bitrare” yang artinya
enyelesaikan sesuam
tH 2 " ;
atau cara
negara yang be sengketa
menurut Rene au lebih
paling  tidak : ara  khusus
memberikan gambaran dami, menyelesalkan
yang sedang dibahas. Untuk & .
mencoba  mendefinisikan  arbitrase B fhilstor wrsebitt. dilistilen
sebagai berikut: wewenang oleh para pihak yang
“Arbitration is a device whereby the bersengketa  untuk  melakukan
settlement of a question, which of

2 R. Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bandung: Bina cipta, 1981, him.1, hlm.4.

3 R. Subekti, Loc.Cit.

* Rene David, Arbitration in International Trade, Hingham MA: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1985,
him. 5.

5 Rene David, Loc.Cit.

6 Priyatna Abdurrasyid, “the Arbitration Law of Indonesia (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Dated 12
August 1999)”, dalam Hendarmin Djarab, et.al., Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia:
Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatinadja, S.H., LL.M., Bandung: PT Citra Aditya Bakti, him.82.

7 Huala Adolf, Arbitrase Komersial International, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, him.12.
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putusan, terkait sengketa, menurut menggunakan istilah arbiter sesuai

- hukum; dengan istilah yang umum digunakan
(3) Arbitrase bukan pengadilan negara oleh para ahli hukum Indonesia dan

melainkan pengadilan perdata; istilah dalam undang-undang arbitrase
(4) Putusan yang diputus oleh para yang berlaku.’

arbitrator bersifat mengikat dan
mengakhiri sengketa (final and C. Pengertian Arbitrase Online dan
binding) dan seyogianya Perbedaan dengan Arbitrase Offline
dilaksanakan secara sukarela ole rase onlme hampir serupa
pihak yang bersengketa; ional, dalam arti
(5) Secara prinsip dan rg oleh para
tidak '
penyelesaian
arbitrase;

Sehubun
arbitrase,
terdapat

kan secara online.
mendefinisikan

lah. Ada yang
arbiter, ada Juga’..

kontrak.
tersebut

dan hanya mgovernmenta decision
sejarah.® by or for parties, to .
Oleh karen ndi

perbedaan demlklan th neutral
dilakukan lagi kecuali un due process in
yang bersifat relevan dan guna . ariies’s agreement or
Umpama, perbedaan arbitrase — marbit “tribunal decision. The
berdasarkan adhoc dan institusional. online arbitration process maybe
Berdasarkan hal tersebut, maka untuk conducted entirely online or partly

pihak ketiga netral dalam tulisan ini akan

Rene David, Op.Cit. (No. 3), hlm. 23 dan 81-82.

Rene David, Ibid, hlm. 82.

Thomas Schultz “Online Dispute Resolution: an Overview and Selected Issues, United Nations Economic
Commission for Europe Forum on Online Dispute resolution, Geneva, 6-7 June 1002, hlm.5., diunduh dari
<http://www. Online.adr.org>.

Armagan Ebru Bozkurt Yuksel, “Online International Arbitration”, Ankara Law Review, Vol.4 No.l,
Summer 2007, hlm. 84 dan juga Jasna Arsic, “International Commercial Arbitration on the Internet- Has the
Future Come Too Early”, Journal of International Arbitration, Kluwer Law International, Vol.18: 4, 1997,
him.1, <www kluwerarbitration.com/commonUl/print.aspx?ids=IPN 8844.
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online by the wuse of internet

technology”."?

Online Dispute Resolution (ODR),
dalam hal ini arbitrase online termasuk di
dalamnya, merupakan suatu continuum
dengan spectrum yang luas. Berangkat

dari titik online Alternative Dispute

Resolution (ADR) menuju ke tltlk ODR
murni. Melihat definisi-definisi

online di atas, maka
merah pengertian @D
continuum pad
pemanfaatan
arbitrase

1 pada
pada titik

arbitase online. Menurut Kaufmann
Kohler dan Schultz, “the only binding
method on the internet is arbitration”
Namun, ironisnya arbitrase yang
digunakan dalam dunia elektronis/dunia
maya ada yang dikenal dengan
“nonbinding arbitration”. Dan metode

'nonbmdmg arbitration tersebut nyatanya

tersebut di atas,
Badiei,

of evidence, -' :
arbitrators, ana
award”.

adalah sifat putusannya yang me ;
dan dapat dl_]alankan (final and bmdmg)
Demikian juga dengan karakteristik

proses:

1 ansak51 e-commer
‘dua kategori, yakni:
mer- (B2C) atau  bus.
(B2B): Meskipun

berbeda. “the ke
building a B2

“ODR system”,
lin" Rule menegaskan.
ne tatap muka  dalam
mengajukan pengaduan atau tuntutan
tidak terlalu menjadi pertimbangan

I7

Farzanah Badiei, “Online Arbitration Definition and its Distinctive Feature”, dalam: Marta Poblet, et.al.
(eds), Proceedings of the 6th International Workshop on Online Dispute Resolution (ODR Workshop'10),

hlm. 92.

Lihat Julian Hornle, “Online Dispute Resolution: The Emperor’s New Clothes”, International of Law

Computer & Technology, Vo.17, No.1, 2003, him.28

Farzanah Badiei, Op.Cit. (Note 11).

Gabrielle Kaufman-Kohler and Thomas Schultz, Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary
Justice, The Nederlands: Kluwer Law International, 2004, him.440.

Colin Rule, Online Dispute resolution for Business, San Francisco: Jossee Bass, 2002, him.95-96

Colin Rule, 7bid, hlm, 96.
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dalam B2C. Yang lebih penting adalah

~ penerapan sistim pengajuan pengaduan

secara online. '® Nilai transaksi yang
umumnya tidak terlalu besar, membawa
kecenderungan bagi konsumer untuk
dapat menyelesaikan  persoalannya
secara cepat karena mereka umumnya
memiliki keterbatasan waktu, energi
serta sumber daya lainnya.'®

Sementara, dalam B2B,
akan lebih menekankan p
terhadap  sengketa %y
Kesetaraan para
terhadap keb
kemampuan

counsel,

a. Para pihak yang bersengketa memiliki
kebangsaan yang berbeda yang
terbukti dan dinyatakan secara tegas.

b. Tempat  penyelesaian  sengketa

melalui arbitrase berada di luar

domisili para pihak (sesuai dengan
kesepakatan bersama).

(o} Objek arbitrase terletak di luar

ayahpncgara di mana para pihak

jaman  dalam
- kecenderungan

perjanjian
transaksi

kontrak atau

Sengketa
terjadi pada tataram
atau  internasional. _
arbitrase dapat dikatego!
arbitrase  domestik/nasional
tujuan  “menyelesaikan
sengketa bisnis di bidang perdagangan
nasional”, atau arbitrase internasional
dengan ciri-ciri:*?

23
24

Colin Rule, 7bid, hlm. 109-110.
Colin Rule, /bid, hlm. 95.
Colin Rule, 7bid, hlm. 126.

’ yang berulang -

senge pa

dengan
alam arti secarz

. alam

atu tatanan
ukan  bagaimana
pefsama atau masyarakat
suatu waktu diatur, dan

bagaimana  seyogianya orang itu
berperilaku satu sama lain, maupun
terhadap masyarakat, atau sebaliknya”.

24

Leon E Trakman, “Confidentiality in International Commercial Arbitration”, Arbitration International,

Vol.18 No.1, 2002, hlm. 166.

Priyatna Aburrasyid, Arbitrase dan Alternative Penyelesaian sengketa (APS), Jakarta: Fikahati Aneska,

ed.ke2 (revisi), 2011, hlm. 60.

Yun Zhao, Dispute Resolution in Electronic Commerce, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2005, hlm. 228.
Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, him.3.
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* positif adalah

Atau dengan perkataan lain, hukum
“hukum yang berlaku
disuatu  tempat dan pada waktu
sekarang”. ** Hukum positif Indonesia
dengan demikian dapat disimpulkan
mengandung pengertian hukum yang
berlaku di Indonesia pada saat sekarang.
Menurut Sudikno,
berlaku pada saat sekarang dik
dengan sebutan jus constitutu '
lawannya disebut hukus
datang atau jus cong
positif meliputi
tertulis, juga yusi
Hukum

hukum yang

1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
penyelesaian Sengketa yang diundangkan
pada tanggal 12 Agustus 1999
(selanjutnya akan disebut UU No. 30
Tahun 1999).

Semula arbitrase sebagai salah satu
alternatif penyelesaian sengketa diatur
dalam  Het Herziene  Indonesisch

lerme Pasal 377 atau

(RBg)

Pasal 377 HIR atau Pa

m arbitrase, hukum
relevansi 1

erIangsung
dalam suatu neg
kelancaran dan ‘el
karenanya, tak jarang
mengatur aturan-aturan -‘
yang bersifat memaksa termast
acara yang berlaku dan lain-lain.?®

Dalam hukum positif Indonesia,

arbitrase diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

25

26
27
28
29
30

Sudikno Mertokusumo, Loc. Cit.
Sudikno Mertokusumo, Loc. Cit.

If mengemukakan,

meﬁ;gafﬁr

rbunyi: \
Orang Indonesia

Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun
1999 memberikan pengertian Arbitrase
sebagai “cara  penyelesaian  suatu

Huala Adolf, Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase, Bandung: Keni Media, 2014, him.101

Huala Adolf, Loc. Cit.

M.Yahya Harahap, Arbitrase, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, him.1-2.

M.Yahya Harahap, 7hid, him.2

Paragraf terakhir penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa.
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sengketa perdata di luar peradilan umum

- yang didasarkan pada perjanjian arbitrase

yang dibuat secara tertulis oleh para
pihak yang bersengketa”. 3 Pasal ini
menegaskan bahwa arbitrase diatur
berdasarkan kesepakatan para pihak atau
yang dikenal sebagai law of the parties.

Pengakuan terhadap keberadaan
arbitrase  dapat  ditemukan
penjelasan Pasal 3 ayat (1
Undang Nomor 14 Tahu

terakhir diubah men

Nomor 48 Tak o

Kekuasaan ‘ yang
bahwa

York 1958 menjadi bagian yang tak
terpisahkan  dalam  tata  hukum
Indonesia.*

Meskipun  Keputusan  Presiden
Nomor 34 Tahun 1981 telah meratifikasi
konvensi New York 1958, menurut
Moch. Basarah, putusan arbitrase asing
ma51h belum dapat dilaksanakan sampai

ahkamah Agung Republik

warkan  Peraturan

.1 Tahun 1990
ran  putusan

 Inar pengadilan
au arbitrase tetap
tetapi

Enforcement of Foreign Arbitral AWar.
Dengan berlakunya Keputusan Presiden
Nomor 34 Tahun 1981, maka
sebagaimana dikatakan oleh Yahya
Harahap, telah menarik konvensi New

32

33
34
35
36
37

putusan. -
kekuatan ]

tata cara
sengketaan

yat (3)

. Namun
uk  “sarana
memungkinkan

bahwa sarana dimaksud dapat
berbentuk sarana komunikasi apa pun
sesuai dengan perkembangan teknologi
yang dikemudian hari dapat diperguna-
kan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, /bid, paragraf 2.

M. Yahya Harahap, Op. Cit. (Note 52), hlm. 5.
M. Yahya Harahap, /bid, hlm.17.

Moch. Basarah, Arbitrase Tradisional dan Modern (Online), Genta Publishing, 2011, him.78.

M. Yahya Harahap, Op. Cit. him.40
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G. Penutup

Alternatif penyelesaian sengketa
atau yang dikenal dengan APS/ADR,
merupakan penyelesaian sengketa di luar
pengadilan. Arbitrase sebagai salah satu
metode APS selain mediasi, konsiliasi
memiliki ciri adanya kehadiran arbiter

yang dipilih para pihak dengan putusan -

yang bersifat final dan mengikat.

Perkembangan teknologi
khususnya internet, t
wajah arbitrase menj
yang dJkenal seb

arbitrase

teknologi secara murni/eksklusif yang
tidak lagi melibatkan manusia sebagai
pihak pengambilan keputusan atau
disebut sebagai arbitrase online dalam
pengertian yang sui generis.

Dalam menghadapi perkembangan
masyarakat bisnis yang akan lebih
mengandalkan  teknologi  informasi
dimasa atang, termasuk pula
N mungkm terjadi,
dapat menjadi

perbedaan pula
saian sengketa.

anya memanfaa‘rkan

ang bergerak dari

sz
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